BUKU PEDOMAN


Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
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A. Dasar Pemikiran
Terlebih dahulu disampaikan disini sebagaimana dalam data yuridis yang melatar belakangi adanya KPKNL adalah: pada Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 1976 Tentang Panitiaan Urusan Piutang Negara atau (KEPRES No.11/1976 Tentang PUPN) yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 1960 Tentang PUPN atau (UU No.49/1960 Tentang PUPN) yang diwakili oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang). Adapun dalam perkembangannya ada pembaruan data yuridis, yaitu : Peraturan Menteri (PERMEN) No. 135/PMK.01/2006 mengenai Organisasi & Tata Kerja Kanwil DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) yang mempunyai Tugas dan Wewenang adalah mengenai Piutang, Lelang & mengurusi kekayaan Negara, yaitu dengan dibentuknya  KPKNL.  Beberapa fungsi KPKNL yang dipimpin oleh Pejabat Eselon III, antara lain Pertama, Pengelolah Kekayaan Negara, meliputi : a. Menginventarisir barang yang dibiayai oleh APBN. b.  Menilai barang Negara. Kedua, Pengurusan Piutang Negara yang dibagi 2 (dua), meliputi : 1. Piutang Negara Perbankan (Kredit Macet Bank-Bank Pemerintah) ; 2. Piutang Negara Non Perbankan (Tagihan dari Lembaga/ Instansi/ Badan Pemerintah selain Bank, seperti: Tagihan Macet Telkom, PLN, Tuntutan Ganti Rugi, dll). Ketiga, Pengurusan Lelang. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 

Penggolongan Pejabat Lelang terbagi dalam 2 (dua), antara lain Pertama, Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Berwenang melaksanakan lelang untuk Semua Jenis Lelang, melaksanakan Tugas setelah ada penunjukkan dari Kepala KPKNL (Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 305/KMK.01/2002 jo Nomor: 450/KMK.01/2002). Kedua, Pejabat Lelang Kelas II yaitu : orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan di kantor Pejabat Lelang Kelas II, yaitu Lelang Non Eksekusi Sukarela, Lelang Aset BUMN/D berbentuk Persero, dan Lelang Aset Milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2005 tertanggal 30 November 2005 Tentang Pejabat Lelang Kelas II).

Pengumuman Lelang Dilakukan Di Media Massa yang dibedakan pula dalam 2 (dua) Jenis Lelang, antara lain ;  
1. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Barang Tidak Bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang.

b) Barang Bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak.
2.  Lelang Eksekusi yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Barang Tidak Bergerak dilakukan 2 (dua ) kali, yaitu : Pertama iklan pertama ke iklan kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari iklan;  Kedua, iklan kedua sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

b) Barang Bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang.

c) Perkecualian (exeception) Untuk Barang-Barang Yang Lekas Busuk, rusak dan barang berbahaya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari, tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.


Adapun ketentuan tentang Peserta Lelang, sebagai berikut : Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor uang jaminan penawaran lelang, besaran uang jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan harga limit. Dilarang menjadi Peserta Lelang / Pembeli: Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Juru Sita, Pengacara/ Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Pejabat Lelang Kelas II, dan Pihak yang Tereksekusi/Debitur/Tergugat/Terpidana yang terkait dengan proses lelang tersebut.Tahapan pelaksanaan lelang itu sendiri terdiri dari :
1. Hari Lelang (Auction Day)
Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan : 

· Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan (minimal 20% dan maksimal 50% dari harga limit).

· Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.

· Dipastikan bahwa asset yang akan dibeli sudah dilihat pada saat open house dalam kondisi untuk menghindari adanya keluhan di kemudian hari.

2. Metode Lelang 

Metode pelaksanaan lelang untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan digunakan lelang lisan/terbuka, yaitu: (Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK.01/2002 jo Nomor: 450/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)
· Dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai dan menghadirkan calon pembeli minimal 2 peserta lelang untuk penawaran 1 obyek lelang.

· Harga minimum (Limit) langsung ditawarkan kepada pengunjung lelang dengan sistem lelang naik-naik.

· Penawaran harga dipandu oleh pemandu lelang (Asflager).
Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
· Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara : lisan, semakin meningkat atau menurun; tertulis; atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai harga limit.

· Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid NIPL (Nomor Induk Peserta Lelang), pembeli pada harga yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.

3. Pemenang Lelang 

· Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang.

· Selanjutnya Pemenang Lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang.

Apabila Pemenang Lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka akan diberikan “Kutipan/ Salinan Risalah Lelang”. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Dalam pelaksanaan lelang, lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) orang peserta lelang dan baru pelaksanaan lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Kutipan Risalah Lelang adalah turunan Risalah Lelang yang diberikan kepada Pembeli yang memuat bagian Kepala, Badan yang khusus menyangkut Pembeli bersangkutan, dan Kaki. Salinan Risalah Lelang adalah turunan keseluruhan Risalah Lelang yang diberikan kepada Penjual dan kepada Superintenden sebagai laporan.
B. Tujuan Magang
1. Mahasiswa Magang FH-UMM mengetahui prosedur Panitya Urusan Piutang Negara dalam bertugas (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitya Urusan Piutang Negara) ; 
Target : 
a. Mahasiswa mengetahui tugas KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; 

Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati tugas KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau BUMN.

· Mahasiswa dapat mengikuti tugas KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau BUMN.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup tugas KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau BUMN.

Luaran :

· Mahasiswa dapat memahami cara KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau BUMN.
· Mahasiswa dapat memahami kriteria (Prasyarat) dalam mengurus piutang Negara tugas KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau BUMN.
· Mahasiswa dapat memahami mekanisme dalam mengurus piutang tugas KPKNL dalam hal Mengurus piutang Negara berdasarkan pada Peraturan yang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau BUMN.
· Mahasiswa memahami dalam hal mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak perlu menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus.
b. Mahasiswa dapat memahami kriteria (prasyarat) piutang Negara yang tidak perlu menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus
Metode :

· Mahasiswa dapat ikut serta dalam penelusuran piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus.

· Mahasiswa dapat mengamati piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus

Luaran :

· Mahasiswa dapat memahami kriteria (prasyarat) piutang Negara yang tidak perlu menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus. 

· Mahasiswa dapat memahami cara dalam mengurus piutang Negara piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus. 

· Mahasiswa dapat memahami mekanisme dalam mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus. 

2. Mahasiswa mengetahui tentang adanya pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati adanya pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank

· Mahasiswa dapat mengikuti pengawasan piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Luaran : 

· Mahasiswa dapat memahami bentuk adanya pengawasan piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank. 

· Mahasiswa dapat memahami Kriteria piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan adanya pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank. 

· Mahasiswa dapat memahami syarat-syarat adanya pengawasan piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank. 

· Mahasiswa dapat memahami mekanisme dalam mengurus adanya pengawasan piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara, apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank.
3. Mahasiswa Magang FH-UMM mengetahui prosedur dalam melakukan Mahasiswa Magang FH-UMM memahami wewenang dari Ketua Panitya Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitya Urusan Piutang Negara .

Target : 
a. Mahasiswa memahami tentang Tugas KPKNL dalam hal Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf a : 

Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati Tugas KPKNL dalam hal Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan. 

· Mahasiswa dapat mengikuti Tugas KPKNL dalam hal Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan. 

· Mahasiswa Latihan Tertulis tentang Tugas KPKNL dalam Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan. 

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif tentang apa saja yang menjadi ruang linkup Tugas KPKNL dalam hal Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan.

Luaran :

· Mahasiswa memahami cara Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan

· Mahasiswa memahami syarat-syarat Tugas KPKNL dalam hal Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan.

· Mahasiswa memahami mekanisme dalam hal mengurus piutang Tugas KPKNL dalam hal Mengeluarkan Surat Paksa Atas Nama Keadilan. 
b. Mahasiswa memahami prosedur dalam meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitya Urusan Piutang Negara; 

Metode :

· Mahasiswa dapat mengamati prosedur dalam meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

· Mahasiswa dapat mengikuti prosedur dalam meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

· Diskusi sebagaimana dimaksud adalah Mahasiswa dapat berdialog secara interaktif dalam hal prosedur meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya

Luaran :

· Mahasiswa dapat membuat surat meminta bantuan prosedur dalam meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

· Mahasiswa dapat memahami cara apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan prosedur dalam meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya. 

· Mahasiswa dapat memahami identifikasi tentang adanya penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurus prosedur dalam meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

· Mahasiswa dapat memahami mekanisme atas prosedur meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh fihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya

C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 

Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.

Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.

8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.

Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG

PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......

Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM

(…………………………….)
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